KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR (] TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Menimbang

Mengingat

AL-IKHLAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

by

d

5.

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah, dan  Sekolah

bahwa dalam rangka meninghatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakar melalu organisasi
berbadan  hukum umuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagnimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuli persyaratan perpamjangan izin pendirian / operasional
madrasah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf” ¢, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama
tentang Pemberian 1zin Pendirian / Operasional Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Al-Ikhlas

Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penchidikan
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )
Pernturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2005 tenmtang Standor Nasional
Pendidikan {Lembaga Negora Republhik Indonesm Tahun 2005 Nomaor
41, Tambahan Lembaran Negara Republhik Indonesia Nomor 4496)
sehagmimanna telah diubah dengan Peraturan Pemerintgh Nomor 13
Tohun 2015 1entang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56710).

Peraturan  Pemenntalk Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
Peraturan Pemerimah Nomor 17 Tahun 2010 temang Pengelolaan dan
Penyelengparann Pendidikan (Lemburan Negara Republik Indonesia
fahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentnng Perubahan Atss Peraturan
Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 temtang pengolahan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standur
Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah,

ussh Aliah




Meimperhatikan

Menetpkan

KESATL

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor

tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang [
Masyarakat: o R

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015
tentang  Petunjuk  Teknis Perpanjangan lzin Pendirian Madrasah,
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti lzin Pendirian Madrasah Karena
Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen lzin
Pendirion Madrasah:
Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas
Utara Nomor : 874/kk.02.27/04-a/PP.00/08/2016 Tanggal 08 Agustus
2016 tentang Rckomendasi Perpanjangan lzin Operasional Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Al-[khlas

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA AL-IKHLAS

Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan im

Madrasah Ibtidaivah Swasta Setelah jangka waktu 7 (tujuh) Tahun. Kepala

Madrasah vang bersangkutan wajib,

a Menyampaikan laporan Fll_‘ll'\l_'l'l'll'li'lllgnlﬂ madrasah I\t"pﬂdﬂ KEPII!I Kantar
Kementerian Agama vang memuat paling sedikit perkembanganjuminh
peserta didik. pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dap
tenaga Lg_'pq_'=|d1|_||k.||l dnn nlau

b, Mengajukan pendaftaran visitasi akreditas: madrasah kepada BAP-S/M
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian izin pendirian / operasional Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah vang bersangkutan

melakukan pelanggaran sesuni dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan i Medan

Pada tanggal A2 ﬂﬂ'“ﬁuﬁ 2016

RNTERTI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA




